. ‘,BUPA*TIKARANGANYAR v

u

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
. NOMOR (,w TAHUN Qap:f

TENT ANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR o
' - NOMOR 8 TAHUN 2007 TENTANG PERATURAN DESA SRR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

. - - BUPATIKARANGANYAR

Menimbang - : a. bahwa dengan telah dltetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten L

Karanganyar Nomor 8 Tahun 2007 tentang Peraturan-Desa dan =

telah | diundangkan dalam Lembaran daerah Kabupaten
Karanganyar Tahun 2007 Nomor 8- perlu diatur petunjuk
pelaksanaannya

- b. bahwa untuk maksud tersebut perlu dlatur dan drtetapkan dengan
T ‘,Peraturan Bupatl

-~ Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan i
S ~ Daerah-daerah Kabupaten dalam ngkungan Propmsn Jawa .
Tengah
2 Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
ST ~ Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik
o - indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara :
, o RN Repubhk lndonesna Nomor 4389) :

3. Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemenntahan "
~ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

~ Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang

Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara RepubllkA L

|ndones|a Nomor 4548 );

4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa
~* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor: 158,
- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesna Nomor 4587); -

" 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006 .
~ tentang Pedoman Pembentukan dan Mekamsme Penyusunan .
s PeraturanDesa - _ , U



.4

.

Menetapkan

Diund

pada fanggal

an di Karanga nyar

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR 8
TAHUN ZQO7 TENTANG PERATURAN DESA.

, Pasal 1

: (

| Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar

Nomor 8 Tahun 2007 tentang Peraturan Desa sebagaimana tersebut
dalam Lamplran Peraturan Bupati ini.

o Pasal 2
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam
Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar. ‘

Datetapkan di Karanganyar
pada tanggal [8; 1)[,s‘gmbar 0%307

A2 Hi.RINA IRIANI SRI

1% emped 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

KASTON

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN QW?NOMOR ,‘f9

/



.’UMUM,

'LAMPIRAN :
'PERATURAN BUPATI KARAN%NYmN o

~ NOMOR T R Fa.45 U A
 TANGGAL B lg VEﬁmigal 9”07

, ' TlEKNIIi( PENYUSUNAN PERATU_RAN DESA,  ° :
’ PERATURAN KEPALA DESA, DAN KEPUTUSAN KEPALA DESA

Sesual dengan pnnsnp desentrahsasn dan otonoml daelah Desa atau sebutan

'Ialn diberi kewenangan untuk mengatur dan’ mengurus kepentingan masyarakat

setempat berdasarkan asal usul dan adat istjadat setempat yang diakui. Dalam

rangka pengaturan kepentlngan masyarakat, Badan Permusyawaratan Desa
“bersama Pemerintah Desa ‘menyusun Peraturan Desa dan Kepala Desa menyusun

- peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala

- Desa. - 5 o : ( I

Peraturan Desa, ‘Peraturan Kepala Deba dan Keputusan Kepala Desa harus
dlsusun secara benar 'sesuai  dengan kaidah-kaidah hukum dan teknik
penyusunannya.: Untuk itu perlu adanya pedoman penyusunan dan standarisasi
bentuk Peraturan Desa Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa

. 'TEKNIK PENYUSUNAN '
" Kerangka struktur}Peraturan Desa ‘Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala

i
.

Desa terdiri dari :
A, Penamaan/Judul,

'B. Pembukaan;

C. Batang Tubuh' _
D. Penutup; dan . .
E. Lampiran (bila dlperlukan)

Uraian dari masing- masnng substanSI kerangka Peraturan Desa, Peraturan Kepala:
Desa dan Keputusan Kepala Desa sebaga| benkut o

A. Penamaan/Judul : T

1. Setiap Peraturan Deoa Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa' :
“mempunyai penamaanljudul :

£ 2;; : Penamaanljudul Peraturan Desa Peraturan Kepala Desa dan Keputusan ,
- Kepala Desa memuat keterangan mengenal jenis, nomor, tahun dan tentang =
“hama peraturan atau keputusan yang dlatur :

3. “Nama Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa
_dibuat singkat dan mencerminkan isi Peraturan Desa Peraturan Kepala Desa:
-dan Keputusan Kepala Desa.

4. Judul dltulls dengan huruf kap:tal tanpa diakhiri tanda baca
‘ ,Contoh Penuhsan Penamaan/Judul '
a Jems Peraturan Desa

PERATURAN DESA ...coveereenennnnn. o
- NOMOR ...... TAHUN . ’




“b. Jenis Peraturan Kepala Desa .

PERATURAN KEPALA DESA ..........
 NOMOR ..... TAHUN ...........

TENTANG

i esssnsssssncssassescrssasasessusssens qesescassesssnnnnes )

c. Jenis Képutus%n Kepala Desa

B. Pembukaan

4 KEPUTUSAN KEPALA DESA ............ ;
NOMOR . TAHUN .........

“TENTANG

...............................................................................

1. Pembukaan pada Peraturan Desa terdm dari:

f.

g.

oo

Frasa " Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa
Jabatan pembentuk Peraturan Desa.
Konsiderans; X

Dasar Hukum; ,
Frasa "Dengan persetUJuan bersama Badan Permusyawaratan .
Desa dan Kepala Desa"; : :

Memutuskan; dan
Menetapkan

22, Pembukaan pada Peraturan Kepa!a Desa terdiri dari:

3.

 PENJELASAN

.m.ap.cr.m'u X NN

Frasa", Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa";
Jabatan pembentuk Peraturan Kepala Desa
KonSIderans .

Dasar Hukum;
Memutuskan; dan
Menetapkan

')
i

mbukaan pada Keputusan Kepala Desa terdiri dari:
Frasa "Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa";
Jabatan pembentuk Keputusan Kepala Desa;
Konsiderans; v

Dasar Hukum; dan

Memutuskan;

o S
§

. a. Frasa "Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa";

Kata frasa yang berbunyl "Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa" merupakan kata
‘yang harus ditulis dalam Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan
‘ Kepala Desa, cara penullsan seluruhnya huruf kapital dan tidak dlakhlrl tanda baca.

Corntoh}: |

- b. Jabatan i

i

- DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Jabatan pembentuk Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala
Desa, ditulis dengan huruf kapltal dan diakhiri dengan tanda baca koma (,). ’

Contoh

o ,KEPALA )] W ,

i
|
; .
|
|
{
{



c. Konsiderans

Konsiderans harus diawali dengan kata "Menlmbang" yang memuat uraian. smgkat
mengenai pokok-pokok plklran yang menjadi latar belakang, alasan-alasan serta
landasan yuridis, filosofis, sosiologis, dan politis dibentuknya Peraturan Desa,
Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa.:

Jika konsiderans terdiri dari lebih satu pokok plklran maka tiap-tiap pokok plklran
dirumuskan pengertlan dari tiap-tiap pokek plklran diawali dengan huruf a, b c, dst.
»dan dlakhlrl dengan tanda t|t|§< koma ( ) i

Contoh

-Memmbang: P leevees veetiearerateniedeniee Cpereeen ;
: D, ST . ;
o R B S S O S e S eerennes ;

d. Dasar Hukum Fo ‘

1)

Dasar Hukum dlawall dengan kata "Mengingat" yang harus memuat dasar
~hukum bagi pembuatan produk hukum. Pada bagian ini perlu dimuat pula jika
ada peraturan perundang undangan yang memerintahkan  dibentuknya

- Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan ‘Keputusan Kepala Desa atau yang
-~ mempunyai kaitan langsung dengan maten yang akan diatur.

2)

Dasar Hukum dapat dlbagl 2, yaitu : » - '
a) Landasan yuridis kewenangan membuat Peraturan Desa Peraturan Kepala '
Desa dan Keputusan Kepala Desa; dan |

| - b) Landasan yurldls maten yang diatur.

3)

Yang dapat dlpakal sebagal dasar hukum hanyalah jenis peraturan perundang- .
undangan yang tlngkat derajatnya leblh tlnggl atau sama dengan produk hukum

. yang dibuat. . |

4

Catatan: Keputusan yang bersnfat penetdpan lnstruksn dan Surat Edaran tidak
" - dapat dipakai sebagai dasar hukum . kdrena tldak termasuk jenls i

peraturan perundang undangan.

‘Dasar hukum dlrumuskan secara kronologls sesuai dengan hierarkhi peraturan

perundang-undangan, atau apabila peraturan perundang - undangan. tersebut

' sama tingkatannya, maka dituliskan berdasarkan urutan tahun pembentukannya,

. atau apabila peraturan perundang-undangan tersebut dibentuk pada tahun yang

~sama, maka dituliskan berdasarkan nomor urutan pembuatan peraturan
- perundang- undangan tersebuf .

_S)

Penulisan dasar hukum harus Iengkap dengan Lembaran Negara Repubhk

" Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Lembaran Déerah

6)

dan Tambahan Lembaran Daerah (kalau ada)

ngka dasar hukum leblh dari satu peraturan perundang- -undangan, maka tlap'
~dasar hukum diawali dengan angka arab 1, 2, 3, dst dan diakhiri dengan tanda

" baca titk koma (;)
' Contoh penullsan Dasar Hukum

. Menqmgat : ‘1 Undang-Undang ‘Nomor 13 ‘Tahun‘ 1950 tentang

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam ngkungan
ProplnSI Jawa Tengah ;

2. Undang-Undang ~Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pem-

.- bentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran

;  Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53,

.~ Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor E
4389) ~



: 4Tahun 2004  Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara

" Repubhk indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah

dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran

- Negara Republik- Indpnesia Tahun 2005 Nomor 108,
Tambahan Lembaran Negard Repubhk IndoneS|a Nomor B

: q§4548) G , i
4 Peraturan Pemenntah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa

'g;‘zg(Lembaran Negara Repubhk IndoneSIa Tahun 2005 Nomor -
-1158. Tambahan Lembaran Negara Repubhk lndones:ar’ff

e Nomor 4546), S |
L5, Peraturan Menten Nomor Tahun tentang L

“~6f.§Peraturan ‘Daerah .. Nomor Tahun ... tentang".\..‘

i Lembaran Daerah Nomon W)

e

:'Frasa "Dengan Persetu;uan Bersama Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala’
;V';:Desa" = Vs i . R

-~ Kata frasa yang berbunyl "Dengan Persetu;uan Bersama Badan Permusyawaratan
_Desa dan Kepala Desa", “merupakan kalimat yang harus dicantumkan dalam '
Peraturan Desa:dan cara penuhsannya d:lakukan sebagau benkut :

1) Ditulis sebelum kata MEMUTUSKAN;

L Kata "menetapkan h dlcantumkan sesudah kata MEMUTUSKAN yang dlsejajarkan o
' ke bawah dengan kata "Menimbang" dan "Mengingat”. Huruf awal kata

‘2) Kata "Dengan Persetu;uan Bersama" hanya huruf awal kata dltulls dengan huruf

kapital § :

.i 3) Kata "antara“ serta "dan" semua dltulls dengan huruf kecﬂ dan ‘
‘4) Kata "Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa seluruhnya dltuhs

dengan huruf kapltal

,Contoh : Sl ; , e
= ; " : Dengan Persetu;uan Bersama ,
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA .;..".‘.*.,.-..‘._.»
 KEPALADESA .occins _
Memutuskan *

Kata "Memutuskén“ dltuhs dengan huruf Kapltal dan dlakhm dengan tanda baca tltlk -
dua ( ) Peletakan kata MEMUTUSKAN adalah dltengah margm : R -

e ~"Menetapkan" dltuhs dengan huruf kapltal dan dlakhm dengan tanda baca titik dua

T S MEMUTUSKAN:
"Menetapkan ;'dst.»f e ‘ ‘
~ Penulisan kemball nama Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa atau

Keputusan Kepala Desa yang bersangkutan dilakukan se%udah kata
,"menetapkan" dan Cara penuhsannya adalah L : .

-'“/ie'
L T

3 Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Peme-f": :
nntahan ‘Daerah (Lembaran ‘Negara Republik Indonesia

1 (Lembaran Daerah: Tahun ; Nomor ‘Tambahan* o



F _Contoh

3 Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Perne~;7
~|rintahan  Daerah (Lembaran Negara Repubhk Indonesia

~ iTahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara

~Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah

L _idengan Undang undang  Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran

~ INegara Republik - Indonesia Tahun 2005 Nomor 108,

‘?34548) e
4 Peraturan Pemenntah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
: }“(Lembaran Negani Repubhk Indonesia Tahun 2005 Nomor

' |158. Tamtah
a4 xNomor 4546)

E) Peraturan Menterl quor Tahun . te"tang---,--f’--"i»f :

| 6 Peraturan Daerah Nomor g Tahun tehtang

(Lembaran ‘Daerah Tahun ey Nomor Ay Tam»bahanﬁ,i »

Lembaran Daerah Nomor )

' e Frasa "Dengan PersetUJuan Bersama Badan Pen’nuoyawaratan Desa dan Kepala S
 Desa". L ‘
‘ 'fKata frasa yang berbunyl "Dengan Persetu;uan Bersama Badan Permusyawaratan

~~ Desa dan Kepala Desa", merupakan kahmpt yang harus dicantumkan dalam .
. Peraturan Desa dan cara penullsannya dllakukan sebagal berlkut ' :

:"_,‘::/1) Dltuhs sebelum kata MEMUTUSKAN e |
s 2) Kata “Dengan PelsetUJuan Bersama" hanya huruf awal kata dltuhs dengan huruf T o

&,~ e PR !v:

~ kapital; ~; & 3» s
3) Kata "antara" serta "dan semua dltulls dengan huruf kecnl dan

~ 4) Kata- "Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa" seluruhnya dltulls S

dengan huruf kapltal

i

' Dengan PersetujUan Be‘r's‘am/a'\‘ :
i BADAN: PERMUSYAWARATAN DESA...;,‘..;';;...
BRI ST i - dan fo
KEPALA DESA NP
:Memutuskan : ‘ : . ‘ S
- Kata "Memutuskan" dltulls dengan huruf Kapltal dan dlakhll‘l dengan tanda baca tltlk
e dua( ). Peletakan kata’MEMUTUSKAN adalah d|tengah margm ' L
Menetapkan : | | | '

: ;Contoh

- Kata "menetapkan M dlcantumkan sesudah kata MEMUTUSKAN yang dlsejajarkan‘ 3y
ke bawah dengan kata "Menimbang" dan "Mengingat". Huruf awal kata

"Menetapkan dltuhs dengan huruf kapltal dan dlakhm dengan tanda baca tmk dua i

| b g ik MEMUTUSKAN
S Menetapkan ' ...... woodst

’Penullsan kemball nama Peraturan Desa Peraturan Kepala Desa atau
V'Keputusan Kepala Desa yang bersangkutan dllakukan sesudah kata Sl
: menetapkan dan Cara penullsannya adalah : ~ Rt

i :
AR N
it =

S
L

? \Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesna Nomor'. o

Lembaran Negara Rgpubllk Indonesna{‘ o '



- e Menuhskan kemball nama yang tercantum dalam judul;
e Nama tersebut di atas, didahului dengan jenls peraturan yang -
bersangkutan; ~
.o Nama dan jenls peraturan tersebut, dltuhs dengan huru’ kapltal dan
- diakhiri dengan tanda baca titik (.). ~

Pada Peraturan Desa sebelum kata "MEMUTUSKAN" dlcantumkan frasa

Lo Dengan Persetu;uan Bersama :
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ..........

,, : ‘ dan i S

KEPALA DESA ..... praens
Contoh: |
a) ‘Jenis Peraturan Desa ( : =
e o MEMUTUSKAN : | e
 Menetapkan : PERATURAN DESA ....... TENTANG KEDUDUKAN

TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI PEMERINTAH DESA

b) Jenls Peraturan Kepala Desa
MEMUTUSKAN

|
i
- Menetapkan PERATURAN KEPALA DESA ..coovvrencnene TENTANG

i esesen vasscuesuvnssss
i

c) Jenis Keputusajn Keﬁala Desa

| MEMUTUSKAN :
~ Menetapkan '

CPERTAMA  &..iieeee, IR RS
KEDUA i, eeeierereenn, dst
.“'Catatan

~ Contoh pembukaan Peraturan Desa Peraturan Kepala Desa, dan Keputusan o
: iKepala Desa secara keseluruhan dapat dirumuskan sebagal berikut:

‘a. Peraturan Desa )
| DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA EoA

. KEPALA DESA ........ reerenans ,
U Menlmbang T OO U L RSP :
' : b ;..... .............................................. ;
¢ ............................................... dst;
Mengingatj: 1 ................................................... ;
L2, ; S SR - S P
. TR NSO S LR ‘dst;



- Dengan persetuluan bersama :
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA -
KEPALA DESA |
| L p MEMUTUSKAN . 7 o
‘Menetapkan PERATURAN DEsA TENTANG

. b Peraturan Kepala Desa Dltulls sepertl huruf a tapu dengan persetu;uan A
: bersama tldak usah dlketlk ' A :

. MEMUTUSKAN; e | G
& fMenetapka’n : PERATURAN KEPALA DESA ....... TENTANG

Lc Keputusan Kepala desa , o

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA |

‘KEPALADESA...;.......,;.7.,.;.,,,, e
o ,}i;;f"Memmbang a. ,
: e b ..... ,
c ...... dst;
= Méhgingat?’: o, ..... vy
B R S0 S U P iiemies Ceeivinensd
 Menetapkan: |
~ PERTAMA® : SR R T T RIS
0 KEDUA ey PR
Tob _KETIGA - dst |

s c ’Batang Tubuh e | | |
- ,:_ffBatang Tubuh memuat semua maten yang dlrumuskan dalam paoal pasal
-~ atau dlktum-dlktum Batang tubuh - yang dirumuskan dalam pasal - pasal

~ adalah jenis Peraturan Desa dan Peraturan. Kepala Desa yang berSIfat-;r e

;,'/'mengatur (Regelling), sedangkan jenis Keputusan Kepala Desa yang bersifat

i *penetapan (Beschlkklng) batang tubuhnya dlrumuskan dalam dlktum dlktum S

Uralan masmg masmg batang tubuh sebagal berlkut
1 Batang Tubuh Peraturan Desa e

a. Batang Tubuh Peraturan Desa o
1) Ketentuan Umum;
- 2) Mateuyang diatur; SR
3) Ketentuan Peralihan (kalau ada) dan
. 4) Ketentuan Penutup ' , S




- merupakan keharusan

b Pengelompokan maten dalam Bab Baglan dan Paragraf tndak,ijx{-\

- Jika Peraturan Desa mempunyal maten yang ruang Ilngkupnya sangat B
luas dan mempunyat banyak pasal, maka pasal-pasal tersebut dapat © =

~ dikelompokkan menjadi Bab, Bagian dan Paragraf. Pengelompokan. =~
~~ materi-materi dalam. Bab, Bagian dan Paragraf dilakukan atas dasar .

kesamaan kategon atau kesatuan hngkup 131 maten yang dlatur

~Urutan penggunaan kelompok adalah : :
1) Bab dengan pasal-pasal, tanpa baglan dan paragraf
S 2) Bab dengan bagian dan pasal-pasal tanpa paragraf;
- 3) Bab dengan baglan dan paragraf yang terdiri dari pasal- pasal

: »’c'.’, Tata caral penullsan Bab Baguan Paragraf Pasal dan ayat dltuhs: g
s sebagan benkut ‘ ; ; S

1) Bab dlberl ‘nomor urut dengan angka RomaW| dan judul Bab semua
5 dltuhs dengan huruf kapltal e :
: Contoh

, BABI SRR
KETENTUAN UMUM

- kapital dan diberi judul. Huruf awal kata Bagian, urutan bilangan, -

et : f 2) ‘Baglan dlberl nomor unit dengan bllangan yang dltulls dengan huruf B

~dan judul Bagian ditulis dengan huruf kapital, kecuali huruf awal i

dan kata pamkel yang tldak tax Ietak pada awal frasa
':, },‘Contoh e (s

3(5..7 ...... JUDUL BAB - )

,Baglan‘ Ked‘ua, Tk

3). Paragraf dlben nomor urut dengan angka arab dan dlben Judul

 Huruf awal dalam judul paragraf, dan huruf awal judul paragraf

- ditulis dengan huruf kapital,. sedangkan huruf lainnya setelah huruf
pertama dltulls dengan huruf kecﬂ T ‘ :

Contohf: ; S ERIR
RIS Bag|anKedua e N N
B ’.7..7.~.....Judul Bagian.......)
e Paragraf Kesatu |

(Judul P,aragraf) e

«’4)'Pasal adalah ‘satuan aturan yang memuat satu norma dan :
- dirumuskan dalam satu kalimat. Materi Peraturan Desa lebih baik
dirumuskan dalam banyak pasal yang singkat dan jelas dari pada =~

~dalam beberapa pasal yang panjang dan memuat beberapa ayat,

~ kecuali| jika materi yang menjadi isi pasal itu mefupakan satu FEIA

: serangkalan yang tidak dapat dipisahkan. Pasal diberi nomor unit

o ‘dengan angka arab dan huruf awal kata pasal ditulis dengan huruf' |

kapltal L

= ‘Contoh :




Pasal 5

A 5) Ayat adalah merupakan rincian - darl pasal penullsannya dlberl‘
- nomor unit dengan angka arab di antara tanda baca kurung tanpa *

T - Contoh : Contoh

 diakhiri; tanda baca. Satu ayat hanya mengatur satu hal dan = |

dlrumuskan dalam satu kahmat

L i 1 S Pasal21 S
i : _(1) sresnrianeanisanis ’.‘ ..... csnssnnainsaeans . ¥
. (3) ...... :, B

' ?~~J1ka satu pasal atau ayat memuat rincian unsur, maka dl sampmg‘f’ |

"dlrumuskan dalam bentuk kalimat ‘yang - biasa, dapat pula,"ﬁf

o dlperhmbangkan penggunaan dalam bentuk tabulasn

l
i

S Contoh';'«' S

f‘ Pasal ...

‘ -K;aur‘t'u 1anda iuran pedagang sekurang kurangnya harus memuat“ LR
‘nama pedagang, Jenls dagangan besarnya luran alamat"il o

pedagang L NS

o Isi pasal ini dapat Ieblh mudah dlpahaml dan jlka dlrumuskan';:

: sebagal berikut :
‘Kartu tanda i juran sekurang kurangnya harus memuat
‘a. nama pedagang;
~b. jenis dagangan; ,
c. besamnyaiuran;dan
d alamat pedagang

” Dalam membuat rumusan pasal atau ayat dengan tabulasn

L hendaknya dlperhatlkan hal-hal sebagai berikut :

‘a. Setiap  rincian harus- dapat dibaca sebagal satu rangkalany, :
. kesatuan dengan kalimat berikut ;- :

o b uetlap rincian diawali dengan huruf ébjad kecil;

. Setiap rincian diakhiri dengan tanda baca titik koma G )

- d. Jika suatu rincian- dibagi lagi ke dalam unsur-unsur yang Ieblh

 kecil, maka unsur yang lebih kecnl dituliskan agak ke dalam.

- e. Kalimat yang masih mempunyal rincian lebih lanjut dlben tanda,}?

S baca titik dua () _
- f. Pembaglan rincian hendaknya tidak meleblhl empat tmgkat Jlka :

- rincian lebih dari empat tingkat maka perlu_ dipertimbangkan S
o pemecahan pasal yang bersangkutan ke dalam beberapa pasal.

- hka unsur atau rincian dalam’ tabulasi dimaksudkan sebagai
b rincian. yang kumulatif, maka perlu dltambahkan kata "dan" di

s belakang nnman kedua dari belakang

"~}:Contoh i
a. Tlap-tlap nncnan dltandal dengan huruf a dan seterusnya
L) T P R
T8 Jvieeesasesnreeniiiannsces ;,dan




3 b Jlka suatu rmcnan memerlukan perincian leblh lan;ut maka .

L penncnan itu dltandal dengan angka1 2, dan seterusnya i
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Gambaran penullsan kelompok Batang Tubuh secara :

keseluruhan adalah

T BABI o
KETENTUAN UMUM

' Pasa|1 Ly
e _(ISIPasaH),’» o
~ BABN

B - (Judul Bab)

e o - Pasal ... i
ol (si Pasal) 0
BABW

(Judul Bab)

Baglan Kesatu
(Judul Baglan)

b . Pél'agraf‘Kesatu,g 5
(R _4(Judul paragraf)-t_.

Pasal

R (1)(lsn ayat),‘
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“a. Ketentuan Umum - R SR o
Ketentuan umum diletakkan dalam Bab Kesatu atau dalam pasal pertama =
~ jika tidak ada pengelompokan dalam bab N :
~ Ketentuan umum berisi :- S
- 1) Batasan dan pengertlan : R ' =
- 2)- Singkatan atau akronim yang dlgunakan dalam Peraturan Desa dan

- 3) Hal-hal lain- yang berS|fat umum yang berlaku bagl pasal pasal, e ,

benkutnya

‘Jlka ketentuan umum ber|SI Ieblh dari satu hal maka setlap batasan dan'”

- pengertian dan singkatan atau akronim dIaWdll dengan angka arab dan :

‘ dlakhln dengan tanda baca tltlk() g "

S Contoh
o Pasal 1

i “ffDaIam Peraturan Desa ini yang d|maksud dengan

1 Pemerintah - Daerah adalah Pemermtah Daérah Kabupaten‘

Karanganyar

2, feeeeens PP A R PR S fiebesisnsnaiirascuinice .

: 3.‘ T A D ieesivieasiseresiesianananinns N O S
| -_.Urutan ‘pengertlan atau |st|Iah dalam Bab Ketentuan Umum hendaknya e

3 menglkutL ketentuan sebagal berikut

1. Pengertlan atau istilah yang dltemukan leb|h dahulu dalam maten yang SN -

. diatur dltempatkan teratas. , o
2. Jikaipengertian atau istilah mempunyal hubungan atau kaitan dengan -

pengertlan atau istilah terdahulu, maka pengertian atau isfilah- yang o

ada hubungannya |tu dlletakkan dalam satu kelompok berdekatan .

- b .’Ketentuan Maten yang akan dlatur ‘ f
. Materi yang diatur adalah; semua obyek yang dlatur secara snstematlk o
. sesuai dengan luas lingkup dan' pendekatan yang dlpergunakan ‘Materi
~yang diatur harus memperhatlkan dasardasar dan ka|dah kaldah yang '
~ adaseperti: |

1) Landasan hukum maten yang dlatur amnya dalam menyusun maten o

. Peraturan Desa harus memperhatikan dasar hukumnya. :
{j_2)‘Lahdasanﬁlosofs artlnya alasan yanq mendasan dlterbltkannya B
. Peraturan Desa. '

ek ;43) Landasan | sosmlogls maksudnya agar Peraturan Desa yangV i
, dlterbltkan |jangan sampai bertentangan dengan nilai-nilai yang hldup o

\ i tengah-tengah masyarakat, misalnya adat istiadat, agama.

~ 4) Landasan politis, maksudnya agar Peraturan Desa yang dlt‘erbltkan[;v i
© dapat berjalan sesuai dengan tUJuan tanpa menimbulkan gejolak d|~ R

. tengah-tengah masyarakat.
. B) Tatacara penullsan materi yang dlatur adalah 5
- a) Materi yang diatur ditempatkan Iangsung setelah Bab Ketentuan

Umum | atau pasal-pasal ketentuan umum J!ka tldak ada;_

pengelompokan dalam bab.

‘ b) Dihindari adanya Bab tentang Ketentuan Lam Ialn Maten yang ', ,
' akan dijadikan materi Ketentuan Lain-lain, hendaknya ditempatkan- -~

‘dalam kelompok materi yang dlatur dengan judul yang sesuan r
dengan maten tersebut E : : :
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~ Ketentuan Lain-lain hanya dicantumkan untuk ketentuan yang lain
dari materi yang diatur, namun mempunyai kaitan dan perlu diatur.
Pen(-‘-mpatan bab Ketentuan Lain-lain dicantumkan pada bab. atau
pasal te akhlr sebelum Bab Ketentuan Perallhan

‘ i

) Ketentuan Perallhan

Ketentuan Peralihan timbul sebagal cara mempertemukan antara azas
‘mengenai akibat kehadiran peraturan baru dengan keadaan sebelum
-peraturan baru itu berlaku. Pada azasnya pada saat peraturan Jbary
berlaku, maka semua peraturan lama beserta akibat-akibatnya menjadr
tidak berlaku' Kalau azas ini diterapkan tanpa memperhitungkan keadaan
yang stdah berlaku maka dapat tlmbul kekacauan hokum ketldakpastlan
hukum? atau kesewenang-wenangan hukum ,
Untuk menampung aklbat berlakunya peraturan baru terhadap peraturan :
lama atau pelaksanaan peraturan lama, diadakan ketentuan atau aturan
perallhan Dengan demikian Ketentuan Peralihan berfungsi : -
1) Menghldarl kemungkinan terjadmya kekosongan * hukum
~ (Rechtsvacuum).
2) Menjamin, kepastian hukum (Rechtszekerheld)
3) Perllndungan hukum (Rechts besehermlng) bagi rakyat atau kelompok
tertentu atau orang tertentu. e : . ,

Jadi pada dasarnya Ketentuan Peralihan merupakan penyimpangan"
terhadap peraturan baru itu sendiri. _
Suatu penylmpangan yang tidak dapat dihindari (Necessery evil) dalam

rangka mencapa| atau mempertahankan tujuan hukum secara

keseluruhan (ketertiban, keamanan dan keadilan). Penyimpangan ini
bersifat sementara karena itu dalam rumusan Ketentuan Peralihan harus
dimuat keadaan atau syarat-syarat yang akan mengakhiri masa peralihan
tersebut. Keadaan atau syarat tersebut dapat’ berupa pembuatan
peraturan pelaksanaan baru (dalam rangka melaksanakan, peraturan
baru) atau penentuan jangka waktu tertentu atau mengakun secara penuh
keadaan yang Iama menjadi keadaan baru

. Ketentuan Penutup L :

' Ketentuan Penutup merupakan bagian terakhlr Batang Tubuh Peraturan
Desa, yang biasanya berisi ketentuan-ketentuan sebagdi berikut : ’

- 1) Penunjukan organ atau alat kelengkapan yang dukutsertakan dalam .
' melaksanakan Peraturan Desa, yaitu berupa : : S
a) Pelaksanaan sesuatu yang bersifat menjalankan (eksekutlf) yaltu' o

menunjuk pejabat tertentu yang dlben kewenangan untuk’ ,
melaksanakan hal-hal tertentu. \'
b) iPelaksanaan sesuatu yang berS|fat mengatur (legislatif), yaltu-
_pendelegasian  kewenangan untuk ‘membuat  peraturan
pelaksanaan (Peraturan Kepala Desa) S o
2) Nama singkatan (Citeer Titel). - ‘ L
3) Ketentuan tentang saat mulai berlakunya Peraturan Desa dapat o
‘ melalui cara-cara sebagai berikut: i
a) Penetapan mulau berlakunya Peraturan Desa pada ‘suatu tanggal
. fertentu; ,

b) Saat mulai berlakunya Peraturan Desa tidak harus sama untuk
seluruhnya (untuk beberapa bagian dapat berbeda). ,

4) Ketentuan tentang pengaruh Peraturan Desa yang baru terhadap
Peraturan Desa yang lain. : ,

i



2. Batang Tubuh Peraturan Kepala Desa

a. Peraturan Kepala Desa adalah bersnfat Mengatur (Regelling).

)
9

-

: 4

Batang tubuh Peraturan Kepala Desa memuat semua materi yang
akan dirumuskan dalam pasal-pasal. :

Pengelompokan dalam Batang Tubuh terdiri atas :
a) Ketentuan Umum;

b)" Materi yang diatur; , :

c) Ketentuan Peralihan (kalau ada)

d) Ketentuan Penutup. A SRR
Materi muatan Peraturan Kepala Desa' adalah merupakan :
pelaksanaan dari Peraturan Desa. o

Tata' cara perumusan dan penulisan materi muatan batang tubuh
Peraturan Kepala Desa, sama halnya dengan tata cara perumusan

dan penullsan materl muatan Peraturan Desa

C

Keputusan P\epala Desa adalah bersifat Penetapan (Besehiking).

1)

- 2)

D. Penutup

Batahg Tu'buh Keputusan Kepala Desa memuat serhua ,vma'teri' '
muatan keputusan yang dlrumuskan dalam dlktum-dsktum ‘

Pengelompokan dalam batang tubuh terdiri atas materi yang akan -
dlatur ,

Contqh :

CPERTAMA oo seeeseeeenesseness emeenemeii

3)

KEDUA s

letum terakhlr menyatakan Keputusan dlnyatakan mulai berlaku ‘pada

' tanggal dltetapkan

'~'Catatan i )

‘Ketentuan ‘Umum dan Ketentuan Peralihan tldak perlu ada dalam

Batang Tubuh, karena Keputusan Kepala Desa yang bersifat
penetapan adalah konkrit, lndlwdual dan final. . .

Penutup suatu Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa atau KeputU°an Kepala
Desa, memuat hal-hal sebagal berikut :
a. Rumusan tempat dan tanggal pcnetapan, dlletakkan di sebelah kénan

b. Nama jabatan dltUllS dengan huruf kapital, dan pada akhir ka{a diberi tanda baca e

koma;

c. Nama lengkap pejabat yang menandatanqanl dltuhs dengan huruf kapltal tanpa
gelar dan pangkat; | '

d. Penetapan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa atau Keputusan Kepala
Desa dltandatanganl oleh Kepala Desa; .

E. Pengundangan Produk Hukum Desa. ' '
a. Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa dlumumkan dalam Berita Daerah .
b. Pengumuman Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa dilakukan oleh
Sekretaris Desa atas nama Sekretaris Daerah. ‘
c. Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa aebelum dlumumkan oleh Sekretarls
Desa dalam Berita daerah terlebih dahulu harus sudabh diteliti kebenarannya oleh
Kepala Seksi Pemenntahan Kecamatan atas nama Camat.



F.

Penjelasan

- Adakalanya suatu Peraturan Desa atau Peraturan Kepala Desa memerlukan

B penjelasan baik penjelasan umum maupun penjelasan pasal demi paqal

Pada Bag|an penjelasan umum blasanya dimuat politik hukum yang
melatarbelakangl ‘penerbitan Peraturan Desa atau Peraturan Kepala Desa yang
bersangkutan. Pada bagian penjelasan pasal {demi pasal duelaskan materi dari
norma-norma yang terkandung dalam setiap pasal di dalam batang ‘tubuh. ‘

Hal-hal yang perlu dlperhatlkan dalam pen;elasan adalah

1.- Pembuat Peraturan Desa / Peraturan Kepala Desa agar tidak menyadarkan:‘

argumentasi pada penjelasan tetapi harus berusaha membuat Peraturan Desa /

Peraturan Kepala Desa yang dapat memadakan keragu raguan dalam'
interprestasi. j

2. Naskah penjelasan disusun ° (dibuat) bersama sama dengan Rancangan o

- Peraturan Desa atau Peraturan Kepala Desa: yang bersangkutan.

3. Penjelasan ben‘un93| sebagan tafsiran atau materi tertentu.

4. Penjelasan tldak dapat dlpakal sebagal dasar hukum untuk membuat peraturan .

o Jaing SR
~ 5. Judul penjelasan sama dengan jUdUl Peraturan Desa l Peraturan Kepala Desa )
. -yang bersangkutan. g' : :

6. Penjelasan terdiri atas penjelasan umum dan penjelasan pasal yang

. “pembagiannya dirinci dengan angka romawi.

7. Penjelasan umum memuat uraian sistimatis mengenai Iatar belakang pemlklran
maksud dan tujuan penyusunan serta pokok-pokok atau azas yang dibuat dalam
Peraturan Desa / Peraturan Kepala Desa .

o 8 Bagian-bagian dari penjelasan umum dapat dlben nomor dengan angka Arab jlka :

- hal itu lebih memberikan kejelasan.
9. Tidak boleh bertentangan dengan apa yang dlatur dalam materj Peraturan Desa _
atau Peraturan Kepala Desa.

~ 10.Tidak boleh memperluas atau menambah norma yang sudah ada dalam batang'

.
- KEPUTUSAN KEPALA DESA

tubuh.

11 Tidak boleh sekedar pengulangan semata-mata dari materi Peraturan Desa
Peraturan Kepala Desa, atau Keputusan Kepala Desa. :

12. Tidak boleh memuat nstnlah atau pengertnan yang sudah dlmuat dalam ketentuan
umum. ;

13.Beberapa pasal yang tidak memerlukan penjelasan dipisahkan dan dlben ,
keterangan cukup Jelas ; .

PERUBAHAN PERATURAN DESA PERATURAN KEPALA DESA ATAU,

Perubahan Peraturan Desa Peraturan Kepala Desa atau Keputusan Kepala Desa ,
dapat mellputl ‘ P ,

1. Menambah atau menynsupkan ketentuan baru, menyempurnakan atau
menghapus Ketentuan yang sudah ada, baik yang berbentuk Bab, Bagian
Paragraf, Pasal, ayat maupun perkataan angka, huruf tanda baca, Iamplran

~ diktum dan lain-lainnya. ~ .

2. Mengganti suatu ketentuan dengan ketentuan lain, baik yang berbentuk Bab :

' Bagian, Paragraf, Pasal ayat maupun perkataan angka huruf, tanda baca,
lampiran, diktum dan lain-lainnya. .

Dalam mengadakan perubahan terhadap suatu Peraturan Desa Peraturan Kepala‘
Desa atau Keputusan Kepala Desa, hal-hal yang harus dlperhatlkan adalah sebagai
benkut ’ , . : :

|
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.’;Dllakukan oleh pejabat yang be;wenang membentuknya ERGE e
. Peraturan Desa diubah dengan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dengan 2O
- Peraturan Kepala Desa | sedangkan Keputusan Kepala Desa dlubah dengan o
 Keputusan Kepala Desa.: e
~ - c¢. Perubahan Peraturan Desa Peraturan Kepala Desa atau Keputusan Kepala’ G e
 Desa dilakukan tanpa mengubah sistematika yang diubah. o
.- Dalam penamaan dlsebut Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa Keputusan -
- Kepala Desa mana yang dlubah dan perubahan yang dladakan ity adalah S
perubahan yang keberapa kah , RN L e

F : : ‘Contoh perubahan yang pertama kall

"t’f'?‘jPERATURAN DESA...,;..'..V.‘.i.."V e
- NOMOR..TAHUN o

TENTANG |
" PERUBAHAN ATAS -

PERATURAN’.,‘.'..’ ..... .. NOMOR ............ TAHUN.; ..... '
CTENTANG .cv.oc.oososossrneeeee ceerrenns S

S "73 Contoh perubahan selanjutnya

PERATURAN DESA ..... Y B
- NOMOR ... TAHUN .....
i TENTANG

W PERUBAHAN KEDUA ATAS S
PERATURAN DESA ............. NOMOR...... TAHUN ....... S
TENTANG vsseisianeiateniasienestaaturiiiidanten e S

. Dalam konsnderans Memmbang Peraturan Desa Peraturan Kepala Desa atau
- Keputusan Kepala Desa yang diubah, harus dskemukakan alasan- alasan atau

: - pertimbangan- pertlmbangan mengapa peraturan yang Iama perlu dladakan

;éf,,f_‘»perubahan el , : S :

t

£ ?Batang tubuh Peraturan Desa Peraturan Kepala Desa atau Keputusan Kepala R
. Desa yang diubah, hanya ditulis dengan angka RomaWI dlmana pasal—pasal”:ﬁ
- tersebut dlmuat ketentuan sebagai berikut : B

| 1) Pasal | memuat segala sesuatu perubahan dengan dlawall penyebutan, Lo ;
~ Peraturan Desa Peraturan Kepala Desa atau Keputusan Desa yang diubah -
dan urutan perubahan perubahan tersebut hendaknya ditandai dengan huruf, R

besarA B, Cdan -seterusnya.

“72) Pasal I memuat ketentuan mengena| mula: berlakunya Peraturan Deoa S

Peraturan Kepala Desa Keputusan Kepala Desa Perubahan tersebut S

P
i

g ‘:Apablla Peraturan Desa Peraturan Kepala Deea atau Keputusan Kepala Desa,
_sudah mengalami perubahan berulang kali atau paling banyak 3 (tiga) kali
~sebaiknya Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa atdu:Keputusan Kepala =
Desa tersebut:dicabut dan diganti Peraturan Desa Peraturan Kepala Desa atau i

Keputusan Kepala Desa yang baru.

.‘Apablla pembyat Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa atau Keputusan =
Kepala Desa’ berniat mengubah secara besar-besaran demi kepentingan
. 'pemakai, lebih baik apablla dibentuk Peraturan Desa Peraturan Kepala Desa' e
G ;atau Keputusan Kepala Desa yang baru. : a ;

i, Cara-cara merumuskan perubahan Peraturan Desa Peraturan Kepala Desa'
- atau Keputusan Kepala Desa (dalam Pasal I) sebagal benkut ; '

iy
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1) Apabila suatu Bab Baglan Pasal atau. ayat akan dlhapuskan angka satu
nomor pasal itu hendaknya tetap dltullskan tetapl tanoa isi, hanya dituliskan
»"dlhapus : N . - :

|
i
{

- ‘Contoh:
BAB YV Pasal dlhapus

'2) Apablla di antara dua pasal akan d!S|S|pkan suatu pasal baru yang tidak .

merupakan; suatu’ penggantian dari suatu pasal yang telgh dihapuskan itu, M

- maka pasal baru |tu tldak boleh dltempatkan pada tempat pasal yang
3 dlhapuskan

Dalam penullsannya pasal baru itu ditempatkan di antara kedua pasal tersebut' S

dan diberi ;nomor sesuai dengan pasal yang terdahulu dan ditambahkart
dengan huruf A (Kapttal) .

}Contoh . -:

I

. Apabnla di antara Pasal 14 dan Pasal 15 akan dlSISlpkan pasal baru maka

- pasal baru: |tu dltullskan dengan Pasal 14A.

; ;

‘;3)‘Apab|la dlantara dua ayat akan dlSISkaan ayat baru, maka ayat baru itu

- tersebut dltempatkan di antara kedua ayat yang ada dan dlben nomor sesua|
dengan ayat yang terdahulu dengan menambahkan huruf a.:

Contoh }

- Apabila dlantarai ayat (1) dan ayat (7) akan disisipkan ayat baru, maka
dlletakkan dlantara ayat (1) dan ayat (2) dan dituliskan ayat (1a)
[ .
4) Apabila suatu perubahan mengenai penstllahan yang mempunyal kesatuan_,
makna, maka perubahannya dlusahakan agar tidak memmbulkan suatu
3 pengertlan baru . : .

Contoh :

Jika |stilah "w:layah Dusun Kempu!" akan dlubah menjadi "wilayah Dusun-
Mertaina"; maka janganlah hanya mengubah perkataan "Kempul" menjadi
"Mertaina!', tetapi seyogyanya perubahan tersebut dilakukan sebagai berikut :

wnlayah Dusun Kémpul dlgantl dengan wilayah Dusun Mbr{aina o

g

f Iv. PENCABUTAN PEkAﬂJRAN DESA, PERATURAN KEPALA DESA ATAU
KEPUTUSAN KEPALA DESA | ;

a Pencabutan dengan penggantian

3 Pencabutan dengan penggantian terjadl apablla Peraturan Desa Peraturan ,
' Kepala Desa atau Keputusan Kepala Desa yang add digantikan dengan
‘Peraturan Desa, atau Keputusan Kepala Desa yang baru. Bentuk luar (kenvorm) -
dari Peraturan Desa, atau Peraturan Kepala Desa atau Keputusan Kepala Desa

- :yang baru: ini sama seperti lazimnya pada Peraturan. Desa Peraturan Kepala ‘
.. Desadan Keputusan Kepala Desa Iamnya o

Dalam pencabutan dengan penggantlan ini, ketentuan pencabutan tersebut
~ dapat dlletakkan d| depan (dalam pembukaan) , ’

5
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‘ *ff‘{C’o‘ntoh:”" e

. Menimbang ::a. bahwa t|dak sesuai - dengan perkembangan keadaan :,3 ‘
R sehlngga perlu diganti;
‘b. bahwa berdasarkan pertlmbangan sebagalmana dimaksud e
e pada hurufaperlu menetapkan i

e ‘ | MEMUTUSKAN: , e s

L Menetapkan PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATANIY
e o DAN BELANJA DESA. R

; ffAkan tetapl apablla ketentuan pencabutan tersebut dlletakkan dl belakang

- (dalam ketentuan penutup) Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa atau
- Keputusan Kepala Desa yang dicabut tersebut akan tercabut, tetapi tidak beserta
' akar-akarnya, - dalam arti Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa’ atau

’Keputusan Kepala Desa tersebut tercabut tetapl peraturan pelaksanaanya
f“masnh dapatdunyatakan berlaku SR

KETENTUAN PENUTUP
. Pasal 88 e
| "“'»f'}yDengan berlakunya Peraturan Desa ini, maka Peratl.ran Desa (ﬁlmangglsbi '

. ';7'7;1~Nomor 21 Tahun' 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
S ‘dmyatakan tldak berlaku . '

S b ‘Pencabutan tanpa penggantlan

o ! fj1) Dalam pencabutan Peraturan Desa Peraturan Kepala Desa atau Keputusan o

~ Kepala Desa yang dilakukan tanpa penggantian, bentuk luar (kenvorm) 8

"ﬁ'f’,;{Peraturan Kepala Desa atau Keputusan Kepala Desa, yaitu bahwa batang

o tersebut akan terdiri atas dua pasal yang dlben angka arab di mana masmg- | i
‘?masmg pasal tersebut berisi : : : :

 _Pasal1 bensn tentang ketentuan Pencabutan produk hukum daerah.

: Peraturan :Desa, Peraturan ‘Kepala Desa .atau Keputusan Kepala Desa
. tersebut mempunyai kesamaan dengan perubahan Peraturan Desa, '~

~_tubuh Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan'Kepala Desa

""f‘,}-"PasalZ ben5| tentang ketentuan mulai berlakunya Peraturan Kepala T

e Desa atau Keputusan Kepala Desa tersebut.

2) ﬁfPencabutan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa atau Keputusan Kepala o
- Desa Juga dilakukan oleh Pejabat yang berwenang membentuknya dan
};dengan peraturan yang sejems e g ~

v RAGAM BAHASA b

Ragam Bahasa yang dupakal dalam menyusun Peraturan Desa Peraturan Kepala

Desa atau Keputusan Kepala Desa adalah




. PERATURAN DESA i
TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DESA
, - NOMOR .. TENTANG ...... L

A Bahasa Perundang undangan

, Bahasa perundang-undangan termasuk Bahasa Indonesna yang tunduk pada S
~ kaidah * tata Bahasa ' Indonesia yang . menyangkut ‘pembentukan - kata,
. penyusunan kalimat maupun pengejaannya Bahasa perundang-undangan .
- mempunyai corak dan gaya yang khas yang bercmkan kejernlhan pengertlan St

ey kelugasan, kebakuan dan keserasian. N : Sy

. Dalam merumuskan maten Peraturan Desa Peraturan Kepala Desa ataui Sl
: Keputusan Kepala Desa, maka pilihlah kalimat yang lugas dalam arti tegas, =~
“jelas dan mudah ditangkap pengertiannya, tidak berbelit-belit. Kalimat yang

- dirumuskan tidak- ‘menimbulkan salah tafsir atau menimbulkan pengertian
“yang berbeda bagl setiap “‘pembaca.  Hindari pemakalan istilah yang [
. pengertiannya kabur dan kurang jelas. Istilah yang dipakai sebalknya sesuai B

o dengan pengertlan yang blasa dlpakal dalam bahasa sehan~han

,t

Hlndarl pemakalan ' E : ' ~
a. Beberapa lstllah yang berbeda untuk pengeman yang sama.
~b. Satu lstllah untuk beberapa pengertian yang berbeda

. Untuk - mendapatkan kepastlan hukum,  istilah dan artl dalam peraturan, e
- pelaksanaan harus disesuaikan dengan istilah dan arti yang dipakai dalam* e

peraturan perundang undangan yang lebih tlnggl derajatnya

. Apabila lstllah tertentu ~ dipakai ~ berulang-ulang, - maka untuk -
2 menyederhanakan susunan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa atau g
~ Keputusan Kepala Desa dapat dlbuat def nlsu yang dltempatkan dalam Bab s
- Ketentuan Umum ~ : ( S

.f,Jxka istilah tertentu dlpakal berulang ulang maka untuk menyederhanakan R
susunan suku kata dapat menggunakan smgkatan atau akronlm

.‘“:ﬂSmgkatan nama atau badan atau Iembaga yang belum begltu dikenal umumAir
dan bila tldak ‘dimuat dalam' Ketentuan Umum, maka setelah tulisan
" lengkapnya, smgkatannya dibuat di antdra tanda kurung

.fDlanjurkan sedapat mungkln menggunakan istilah pembentukan Bahasa‘jm /
- Indonesia. Pemakaian (adopsi) istilah asing yarg banyak dipakai dan sudah -
- disesuaikan = ejaannya. dengan kaidah Bahasa' Indonesia ~dapat

”mf:dlpertlmbangkan dan dibenarkan, jika istilah asnng |tu memehuhl syarat
~a. Mempunyai konotasi yang cocok; - - g
2 b. Lebih smgkat bila: dlbandlngkan dengan padanannya dalam Bahasa.’f .

“Indonesia.

¢ Lebih mudah iercapalnya kesepakatan

V d Lebih mudah dlpahaml dari pada terjemahan Bahasa lndone3|a

B Plllhan Kata atau |st||ah

o ';-Untuk menyatakan makna tidak termasuk dalam golongan dlgunakan kata'

Pemakalan kata "Kecuah :

 "kecuali". Kata "kecuall" dltempatkan di- awal kallmat ]lka yang dlkecuahkan

. induk kahmat S L
Contoh Sl
: ‘i



Kecuah A dan B setlap warga Desa Wajlb melaksanakan Slskamllng

. Pemakalan kata "Dlsampmg“ Untuk menyatakan makna termasuk dapat
dlgunakan kata "dlsamplng ‘

Contoh: ‘

| S
Dlsamgmg membayar iuran keamanan warga yang berstatus Pegawal
Negerl Slpll juga dlkenal kewajiban melaksanakan Slskamlmg
| !

. Pemakalan kata "Jlka" dan kata "Maka". : ‘ :
Untuk menyatakan makna pengandaian atau kemungklnan dlgunakan kata
"jika" atau frasa "dalam hal". Gunakan kata "jika" bagi kemungkinan atau
keadaan yang akan terjadi Ieblh dan sekah dan setelah anak kalimat diawali |
© kata"maka". |

~Contoh: - . § B
Jlka terdapat warga Desa yang tldak melaksanakan Slskamllng, maka

. Pemakaian kata “Apablla"' ' ~ :

Untuk menyatakan atau menunjukkan uraian atau penegasan waktu

 terjadinya sesuatu sebaiknya menggunakan kata "apabila" atau "blla ' '
Contoh : |

Salah satu warga Desa dapat tldak melaksanakan tugas Siskamling,

~ apabila saklt !

1
. Pemakaian kata "dan", "atau”, "dan atau",
‘a. Untuk menyatakan sifat yang kumulatif, digunakan kata "dan"

Contoh
A dan B Wajlb memberikan ........
b. Untuk menyatakan snfat alternatif atau eksekutlf dlgunakan kata "atau"
Contoh
A atau B wajlb membenkan viienien
c. Untuk menyatakan sifat alternatif ataupun kumulatlf digunakan frasa "dan
o atau". | : L
Contoh o - v
Adan 2a'ta‘u:B‘ wajib memberikan .....

f

. Untuk menyatakan istilah hak, dlgunakan kata “berhak" |
Contoh ,"'

.. Setiap warga Desa Trlbuana yang telah berumur 17 (t.ljuh bplas) tahun f
~ berhak untuk mendapatkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) '

.

. Untuk menyatakan kewenangan dlgunakan kata "dapat“ atau kata "boleh".
Kata "dapat' merupakan kewenangan yang melekat pada  seseorang,
sedangkan- kata "boleh" tidak melekat pada diri seseorang. Untuk
menyatakan istilah kewajiban, dlgunakan;kata "Wajlb" ' R :

Contoh : e oo :
- Kepala deéa daga memberlkan dlspensaSI bagi warga yang sedang
mengalami musibah. .

— Setiap warga Desa wa||b membayar iuran keamanan
b . . .

S
]
‘.‘
|



8.

C Teknik Pengacuan

g

_(3_°ﬂt£h_

‘ Untuk menyatakan 1st||ah sekedar kondIS| atau persyaratan dlgunakan kata .

"harus". _

Untuk mendudukl suatu jabatan Kepala Urusan Keuangan, seorang
calon Kepala Urusan Keuangan harus terleblh dahulu menglkutl kursus

Bendaharawan

. Untuk menyangkal suatu kewajlban atau kondnsn yang dlwajlbkan dlgunakan

frasa "t|dak dlwajlbkan" atau "tldak Wajlb"

Contoh

- Warga Desa yang belum berumur 17 tahun dan- belum kawm, tidak
: dlwajlbkan untuk mengikuti pemlllhan Kepala Dusun

Untuk mengacu pasal lain. Dlgunakan frasa 'sebagaimana dimaksud dalam”.

Sedangkan untuk mengacu ayat lain, digunakan (rasa "sebagalmana
dimaksud pada :
Contoh :

i
!

S sebagalmana dimaksud dalam pasal 18 ........... cesssesesnennnnne

............. sebaga|mana dlmaksud pada ayat g )

i !
Jika mengacu ke peraturan lam pengacuan dengan urutan pasal ayat dan
judul Peraturan Desa atau Peraturan Kepala Desa

............. sebagalmana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) Peraturan
Desa....... Nomor 21 Tahun 2006 Tentang ............. crererieressscersriasesannaes

Pengacuan dilakukan dengan mencantumkan secara singkat materi pokok

yang diacu. Pengacuan hanya boleh dilakukan ke peraturan yang
tlngkatannya sama atau lebih tinggi.

.. Pengacuan dilakukan dengan menyebutkan secara tegas nomor dar| pasal
‘atau ayat yang diacu, dan hindarkan penggunaan frasa "pasal yang

terdahulu" atau: "pasal tersebut di atas" atau "Pasal ini".

Contoh :

Panitia Pemlhhan Kepala Desa sebagalmana dlmaksud dalam Pasal 4 ayat, '

(3), bertugas .........

 Jika ketentuan dari pengaturan yang dlacu memang dapat dlberlakukan

' seluruhnya maka istilah "tetap berlaku" dapat digunakan.

;w;
too

~ BUPATI

Hj. RINA IRIANI SRI RATNANINGSIH, S.Pd., M.Hum.




